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ABSTRAK 

 

Restu Ediwiguna, (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran 

Konten Pornografi Melalui Media Sosial di 

Wilayah Hukum Polda Riau  

 

 Kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat  di  zaman  ini,  membuat    umat 

manusia  dapat  memperoleh  informasi  dengan  mudah  dan  cepat. Teknologi 

yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan 

kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif, seperti penyebaran konten 

pornografi yang akan memberi dampak buruk terhadap moral dan kepribadian  

luhur bangsa Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di 

wilayah hukum Polda Riau dan hambatan dalam penegakan hukum tindak Pidana 

menyebarkan  konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda 

Riau.  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian 

turun ke lapangan yang dilakukan di Polda Riau. Sifat penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis 

dapatkan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif.Metode analisis data menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 

kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier.  Penarikan 

kesimpulan yang digunakan yaitu metode induktif, menyimpulakan sesuatu 

dengan melakukan penelitian dan pengamatan kemudian menarik kesimpulan 

berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut. 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh 

polda Riau terhadap penyebaran konten pornografi melalui media sosial belum 

terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena dalam penegakan hukum 

terhadap penyebaran konten pornografi sulitnya mencari barang bukti pelaku 

penyebaran konten pornografi dikarenakan pelaku sering menghilangkan barang 

bukti. Dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi di 

media sosial terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, 

faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat, dan faktor kebudayaan. 

 

Kata Kunci: Pornografi, Media Sosial, Penegakan Hukum, Tindak Pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat 

manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat Salah satu media 

informasi yang sering digunakan masyarakat pada umumnya adalah media sosial. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia 

sejatinya telah menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan 

manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam 

tindakan atau perbuatan hukum yang baru. Teknologi informasi melingkupi 

sistem yang mengumpulkan (collect) menyimpan (store) memproses 

memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industr ataupun masyarakat 

secara efektif dan cepat. Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, 

membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.
1
 

Dari sinilah media sosial semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat. 

Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka 

masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan 

mempengaruhi kehidu pan mereka sehari-hari.
2
 

Teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang 

menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif yang 

                                                           
1
 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, 

(Bandung, Refika Aditama 2013), h. 1  
2
 Soetandyo Wigdjosoebroto, Pengesahan Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum,  

(Bandung:Setara Press, 2013), h. 45 



 

 

2 

menimbulkan ancaman bagi pengguna teknologi, teknologi yang dimaksud ialah 

dalam hal pemanfaatan ruang maya (cyber space). Tindak pidana yang terjadi 

didunia maya disebut sebagai cybercrime, perbuatan menyimpang ini semakin 

banyak jenisnya dan dapat terjadi di semua aspek kehidupan dan siapa saja dapat 

melakukannya, karena cybercrime merupakan penyalahgunaan kompleksitas 

teknologi berbasis digital dengan menggunakan ruang digital sebagai medianya.
3
 

Di satu sisi memang menguntungkan apabila dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

menjalankan kegiatan yang positif namun disisi lain hal ini malah disalahgunakan 

untuk menyebarkan hal-hal negatif yang merugikan dan mengancam keamanan 

maupun kenyamanan penggunannya, salah satu ancaman yang sangat marak 

terjadi ialah ancamam pornografi. 

Hampir semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa 

menggunakan Handphone (hp), tetapi tidak digunakan dengan baik yang 

semestinya yang mengarahkan kehal yang positif tetapi sebaliknya kebanyakan 

orang dewasa maupun anak-anak di zaman sekarang ini membuka hp nya untuk 

menonton hal-hal yang negatif seperti menonton konten yang berbau pornografi. 

Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi setiap pengguna tersebut adalah 

sikap dan mental bagi para pengkonsumsi yang mungkin saja akan melakukan 

tindakan atau pelanggaran asusila yang ada pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi : 

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, foto, tulisan, suara, 

bunyi, gambar gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai 

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat”. 

                                                           
3
 Anggara, Bayu dan Darmadha, I Nyoman.“Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya 

(Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 5, 

No.5 (2016): h. 2 
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Pornografi berasal dari kata pronos (cabul, kotor, jorok) dan grahpein 

(tulisan atau gambar) sudah lama dilarang di Indonesia. Pornografi merupakan 

bahan, baik tulisan maupun gambar, dirancang dengan sengaja dan semata-mata 

untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks. Di Dalam surat edaran Jaksa 

Agung bertanggal 22 Februari 1952 bahwa penerbitan barang cetakan atau media 

elektronik juga dianggap melakukan pornografi dimana apabila mengekspos hal- 

hal sebagai berikut:
4
 

1. Ketelanjangan, menampakkan dengan jelas alat kelamin wanita atau 

pria, terutama bagian kemaluan (pubis), bokong (buttock), dan bagian 

payudara wanita. 

2. Kegiatan seksual, yakni mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksual, 

persetubuhan, sodomi atau gambar lain yang menggambarkan 

pergaulan bebas. 

3. Rangsangan seksual, keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria 

dalam keadaan tegang (terangsang), dan hal lain yang bisa 

menimbulkan birahi. 

4. Sadisme, termasuk terlarang menerbitkan mesichisme dan horror 

5. Lain-lain, misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, 

yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tidak 

menimbulkan manfaat bagi masyarakat. 

 

Berdasarkan statistik pengendalian konten internet negatif hingga 21 

September 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 

2.624.750 konten negatif dengan konten pornografi mencapai 1.096.395. untuk 

penanganan konten media social twitter yakni sebanyak 1.035.245 konten, 

kemudian facebook, instagram dan whattsapp (39.501 konten), platform media 

social berada di urutan teratas. Selanjutnya ada juga file sharing Telegram 1.501, 

google dan youtube 7.02, michat 165, tiktok 162, dan line 22 Tercatat sejak 2018 

hingga 21 September 2021, ada 568.843 konten twitter yang telah diblokir 

                                                           
44

 Hasanudin, Skripsi: ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi 

Pasal 4-12 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)‖ (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2016), h. 4. 
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kominfo.
5
 Namun pada kenyataannya, dengan adanya pemblokiran konten negatif 

di intenet dan di media sosial memberi kesempatan pada pelaku penyebar konten 

pornografi untuk berhati-hati agar tidak di blokir kembali. 

Salah satu media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan 

pornografi di wilayah hukum Polda Riau  adalah aplikasi twitter. media sosial 

twitter yang tiba-tiba diramaikan dengan banyaknya beredar postingan yang 

mengarah kepada konten pornografi, Twitter merupakan platform jejaring sosial 

yang memberikan penggunanya keleluasaan untuk membuat, mengirim serta 

membaca pesan berbentuk teks yang terdiri dari 140 karakter, yang kemudian 

disebut dengan tweet. Namun saat ini media sosial twiter dialihfungsikan menjadi 

tempat penyebarluasan pornografi, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

mengungkapkan bahwa twitter banayak mengandung konten negatif. 

Akun-akun penyebar konten pornografi di media sosial twitter saat ini 

tidak hanya dilakukan oleh orang asing, namun juga masyarakat lokal dengan 

menampilkan foto dan video yang berisikan konten-konten asusila. Suda ada 

ribuan bahkan jutaan gambar ataupun video yang berisikan konten pornografi 

yang diperankan oleh orang-orang lokal ataupun asing yang tersebar di media 

sosial twitter,  dan yang lebih memprihatinkan lagi orang-orang di dalam konten 

pornografi tersebut cendrung dibuat bukan untuk menjadi konsumsi bagi 

pengguna media internet, melainkan hanya untuk koleksi pribadi namum adanya 

kecerobohan dari pelaku yang akhirnya mengakibatkan tersebarnya menjadi 

                                                           
5
 Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, Akses Internet Makin Terjangkau, 

https://m.kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149hmkominfo112020-tentang-hasil 

survei-indeks-literasi-digital-nasional-2020-akses-internet-makin-terjangkau/0/siaran_pers 

(Diakses pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 14.40) 

https://m.kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149hmkominfo112020-tentang-hasil%20survei-indeks-literasi-digital-nasional-2020-akses-internet-makin-terjangkau/0/siaran_pers
https://m.kominfo.go.id/content/detail/30928/siaran-pers-no-149hmkominfo112020-tentang-hasil%20survei-indeks-literasi-digital-nasional-2020-akses-internet-makin-terjangkau/0/siaran_pers
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konsumsi umum bagi pengguna media internet. Akibat dari kecerobohan si 

pembuat yang kurang hati-hati dalam menyimpan dokumen pribadi mereka 

sehingga mengakibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat 

menemukan foto dan video tersebut yang kemudian disalahgunakan seperti 

disebarkan di internet.
6
 

Dari fenomena tersebut kasus penyebaran konten pornografi di wilayah 

hukum Polda Riau masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Berikut ini 

jumlah kasus pelaku penyebaran konten pornografi di wilayah hukum Polda Riau 

tahun 2021-2023: 

Tabel 1. 1 
Jumlah Kasus Penyebaran Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polda 

Riau tahun 2021-2023 

 

No. Tahun   Jumlah Kasus  

1. 2021 5 

2. 2022 7 

3. 2023 8 

Jumlah kasus 20 

Sumber data: Ditreskimsus Polda Riau 

Berdasarkan data dari Penyisik Sutbid V Ditreskrimsus Polda Riau 

bahwasanya ditemukan kasus Penyebaran konten pornografi dari tahun 2021 

sampai 2023, kasus penyebaran konten pornografi selalu terjadi tiap tahunnya, 

dimana dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terdapat 20 kasus seharusnya 

mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak yang.
7
 Selain itu berdasarkan data 

online dalam website Putusan Mahkama Agung Peradilan Negeri Pekanbaru 

                                                           
6
Wirawan, Nurman. Pertangungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi 

Dalam Dunia Maya Meniurut UU No, 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin (2013). 
77

Briptu Yudha Talcha Prinsipia, penyidik Subdit V Disreskrimsus polda Riau, 

Wawancara, Pekanbaru,  02 Oktober 2023. 
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sudah tercatat putusan tindak pidana penyebran konten pornografi sejak tahun 

2022 sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 
Website Putusan Mahkama Agung di Pengadilan negeri Pekanbaru Tahun 

2022-2023 

No 
Putusan Tahun 

2022 
Putusan Tahun 2023 

1 1 putusan 1 putusan 

Total 2 putusan 

  

          Dari data diatas mulai dari kasus penyebaran konten pornografi tahun 2021-

2023 terdapat 20 kasus penyebaran konten pornografi dan kasus yang baru 

terselesaikan hingga tahap pengadilan dari tahun 2022-2023 adalah 2 kasus. 

Payung hukum yang berbicara mengenai pornografi dapat ditemukan pada 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8
 Kasus penyebaran konten 

pornografi di media sosial tentunya tidak selaras dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi;  

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornopgrafi” 

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi menjelaskan ketentuan pidananya yaitu sebagiu berikut; 

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana 

                                                           
8
Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum 

Pidana Positif”, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 1 No.3, 2014. 
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dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 

(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 

(enam miliar rupiah).” 

 

Kemudia pada pasal 45 ayat 1  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), juga membahas mengenai pidana dan sanksi yang 

didapat oleh pelaku pelanggar kesusilaan yang berbunyi : 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

 Selain para penegak hukum upaya pencegahan terhadap tindak pidana 

penyebaran konten pornografi  di media sosial juga harus dilakukan oleh 

lingkungan masyarakat dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut seharusnya 

tidak dilakukan karena melanggar norma kesusilaan. 

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas 

mengatur mengenai perilaku-perilaku yang mengandung unsur-unsur tindak 

pidana seperti pornografi. Jika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan 

perkembangan hukum akan terjadi sebuah penyimpangan hukum yang 

menjadikan celah bagi para pelanggar untuk terus melanggar dan nantinya akan 

semakin banyak yang melakukan serta mengganggap hal tersebut adalah hal yang 

biasa tanpa sadar akan pelanggarannya serta konsekuensinya. Begitu maraknya 

pengguna media sosial di Indonesia dari semua kalangan usia mulai dari anak 

kecil hingga orang tua diakibatkan oleh mudahnya memasuki aplikasi ini, dengan 

hanya sekali tekan  akun pengguna sudah bisa memainkan media social. Hal ini 
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membuat sulitnya pantauan aparat penegak hukum dalam menangani penyebaran 

konten yang memuat unsur pornografi. Peran masyarakat sangatlah dibutuhkan 

dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi dari berbagai aplikasi demi 

membantu penegakan hukum di Indonesia. 

Dengan demikian hal ini menjadi dasar penulis untuk membahas dan 

mengkaji kasus tersebut menjadi bahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

peneliti bemaksut untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial 

di Wilayah Hukum Polda Riau”  

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai 

dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi 

permasalahan ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

penegakan hukum tentang penyebaran konten pornografi di Wilayah Hukum 

Polda Riau dan hambatan dalam penegakan hukum tentang penyebaran konten 

pornografi di wilayah Hukum Polda Riau. 

 

C. Rumuasan Masalah 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan 

konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau? 

2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum tindak Pidana menyebarkan  

konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasaran rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara 

umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah Hukum 

Polda Riau. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah 

Hukum Polda Riau. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini terbagi 

menjadi 2, yaitu: 

a. Manfaat  Teoritis  

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaatkan sebagai bahan 

penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi 

mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan 

tema yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Serjana Hukum di 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim 

Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya dikemudian hari. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi penulisan penelitian ini, maka 

penulis menggambarkan sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Batasan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Sistematika Penulisan 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Penegakan Hukum 

B. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana 

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi 

D. Penelitian Terdahulu 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

B. Lokasi Penelitian 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

E. Jenis dan Sumber Data 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Teknik A  bgo. B B nalisis Data 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan 

memberikan hasil yang sesuaidengan rumusan masalah yang berkaitan 

dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
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menyebarkan konten pornografi melalui media sosial di wilayah 

hukum Polda Riau dan hambatan atau kendala apa dalam penegakan 

hukum tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media 

sosial di wilaya hukum Polda Riau. 

BAB V :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- 

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
9
 

Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya 

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan -hubungan hukum 

dalam bermasyarakat atau bernegara misalnya saja seorang polisi. Profesi sebagai 

seorang polisi ini adalah tanggung jawab yang sangat besar karena untuk 

menegakkan keadilan dalam suatu negara menjadi kebanggaan tersendiri bagi 

sebagian orang karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi 

dan menegakkan keadilan didalam masyarakat disamping sebagai Pegawai 

pemerintahan, polisi dalah toprotect and toserve melindungi dan memberantasi 

kejahatan, polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret karena hanya 

                                                           
9
 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988). h. 32. 
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polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam 

kehidupan bermasyarakat agar masyarakat aman dan tentram didalam sebuah 

negara dan tidak terganggu oleh orang yang ingin melakukan kejahatan. Ruang 

lingkup polisi tugas nya yang ada dilapangan sangat berbahaya, nyawa sebagai 

taruhan oleh sebab itu peranan polisi sangat besar dalam menegakkan keadilan. 

Sebagaimana profesinya dengan dilandasi  pembawaan profesi etika dan mestinya 

berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai 

penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya sebagai 

memberantasi kejahatan yang ada.
10

 

Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum adalah sistem hukum. Sistem hukum menurut M Friedman 

terbagi menjadi 3 komponen yaitu : 

1. Komponen Struktural 

 Sistem hukum yang melibatkan lembaga lembaga atau bisa disebut  

Penegak hukum yang dimaksud adalah badan-badan penegak hukum 

seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.  

2. Komponen Subtansi 

 Sistem hukum ini merupakan perwujudan kaidah hukum, baik 

kaidah hukum individual maupun kaidah hukum umum. 

 

 

 

                                                           
10

Jimli asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, (Jakarta:Sekretariat Jenderal 

dan kepaniteraan,Mahkamah Konstitusi,2008), h. 21. 
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3. Komponen Budaya 

 Sistem hukum ini adalah rangkuman dari keseluruhan nilai-nilai 

sosial yang berhubungan dengan hukum erseta sikap-sikap yang 

memperngaruhi hukum itu sendiri. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum yakni; faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana 

dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 

a. Faktor Hukum (Undang-Undang) 

Dalam hukum pidana terdapat asas yang menentukan bahwa tiada 

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu belum terlebih dahulu 

dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.
11

 Terdapat beberapa asas 

yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, 

sehingga undang-undang mencapai tujuan yang efektif. Asas tersebut sebagai 

berikut;  

a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya undang-undang 

hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam 

undang-undang itu dinyatakan berlaku; 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, 

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-

undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, 

                                                           
11

 John Kenedi, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan 

Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Cet. Ke-1, h. 211. 
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d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu, 

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat,  

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi 

melalui pelestarian ataupun pembaharuan. 

Hukum yang telah dibuat memilki fungsi guna membantu peranan 

berjalanya undang-undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan 

peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring 

masyarkaat berngkemban. Secara garis besar fungsi hukum dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yaitu; pertama, fungs hukum sebaga alat 

ketertban dan keteraturan masyarakat, kedua fungsi hukum sebagai sarana untuk 

mewujudkan keadilan sosial lahir batin, kjetiga,  fungsi hukum sebagai sarana 

penggerak pembangunan.
12

  

b. Faktor Aparat Penegak hukum. 

Peranan aparat penegak hukum sangatlah penting. Ruang lingkup 

penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak 

langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, 

kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan dan pengacara.
13

 Aparatur penegak 

hukum mencangkup institusi penegak hukum dan aparatnya (orangnya), 

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai 

dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga 

                                                           
12

 Suedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 154 
13

 John Kenedi, Op, cit,  h. 213. 
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kemasyarakatan. Setiap aparat penegak hukum mempunyai tugas dan 

perannya terkait dengan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi atau upaya 

pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.
14

 

Ada tiga hal yang dapat mempengaruhi proses bekerjanya aparatur 

penegak hukum dalam mencapai dan mewujudkan keadilan yang pertama 

yaitu Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan 

prasarana serta mekanisme kerja kelembagaannya, kedua, Budaya kerja yang 

terkait dengan aparat termasuk kesejahteraannya, ketiga, Perangkat peraturan 

yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi 

hukum yang menjadi standar kerja, baik hukum secara materiel maupun 

secara formil/ hukum acara. 

Aparat penegak hukum secara khusus harus memiliki kemampuan 

lebih dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan 

pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang 

luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan 

dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaan karena faktor petugas 

memiliki peranan penting dalam berfungsinya hukum. Jika peraturan sudah 

baik tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik, maka akan ada 

masalah.
15

 

 

 

                                                           
14

 John Kenedi, Op, cit,  h. 214. 
15

 John Kenedi, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan 

Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Cet. Ke-1,  h. 215. 



 

 

17 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum 

Faktor sarana dan fasilitas merupakan penunjang dalam pelaksanaan 

penegakan hukum, tanpa faktor ini penegakan hukum tidak akan berjalan 

dengan lancar.
16

 Sarana dan fasilitas tersebut mencangkup sumber daya 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sarana serta fasilitas yang ada 

kegiatan didalam keberhasilan proses penegakan hukum. Jika hal tersebut 

tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. 

Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang 

lingkupnya terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai fakor pendukung, 

artinya bagaimana penegak hukum bisa bekerja apabila tidak dilengkapi 

dengan sarana fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum pidana 

sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses 

penegakan hukum malah mengakibatkan menjadi tidak efektif, efisien bahkan 

terhambat serta tidak berjalan dengan maksimal. 

d. Faktor Masyarakat 

Faktor ini merupakan lingkungan dimana hukum berlaku atau 

diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut 

pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi pengakan hukum 

tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu seperti 

undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.
17

 

                                                           
16

 Ibid. h. 217 
17

 John Kenedi, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan 

Hukum di Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), Cet. Ke-1,  h. 218. 
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Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat 

seperti; Penyuluhan hukum secara teratur, Pemberian contoh yang baik dari 

petugas dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, dan 

kelembagaan yang terencana dan terarah. Faktor-faktor tersebut saling 

mempengaruhi dan berkaitan karena faktor tersebut merupakan esensi dari 

penegak hukum dan keberhasilan penegak hukum yang merupakan bagian 

dari suatu sistem peradilan pidana sebagai kesatuan penegak hukum untuk 

melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum pidana.
18

 

e. Faktor Kebudayaan 

Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan 

kepatuhan tehadap norma dan perundang-undangan. Undang-undnag yang 

bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan 

kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-

Undang.
19

 

Faktor kebudayaan merupakan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dan faktor 

kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat.
20

 Faktor kebudayaan 

merupakan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau 

material, yang mana penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman didalam masyarakat 

tersebut.  

                                                           
18

 Ibid. h. 219. 
19

 Ramly Hutabarat,  Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia 

Indoneisa, 1985), h. 78 
20

 John Kenedi, Op,cit, h. 222. 



 

 

19 

Melihat kesadaran dari sistem sosial budaya banyak masyarakat yang 

tinggal di wilayah perdesaan tentunya berbeda dengan karakteristik 

masyarakat perkotaan, oleh karena itu faktor kebudayaan dan faktor 

masyarakat saling mempengaruhi dalam penegakan hukum. Jika para penegak 

hukum tidak mempertimbangkan kedua faktor ini maka hukum itu sendiri 

yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. 

Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mecangkup 

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsep-konsep abstrak mengenai mana yang dianggap baik patut di anut dan 

patut yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.
21

 

Pelaksaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai akan tetapi 

dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu mnjadi 

kenyataan. Dalam menegakan huum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, 

yaitu:
22

 

a. Kepastian hukum 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan 

dapat ditegakannya hukum dalam hal terjadi peristiwa ytang kongkrit. 

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak 

boleh menyimpang 
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 John Kenedi, Op, cit,  h. 223. 
22

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 1999), 

h. 145 
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b. Manfaat  

Masyarakat mengharapkan manfat dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Hukum adlah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus memberikan manfaat untuk masyarakat. Jangan 

sampoai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul 

keresahan di dalam masyarakat. 

c. Keadilah 

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. 

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihuku, tanpa 

membedakan siapa yang mencuri. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak pidana 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

dikenal dengan istilah Strafbaarfeit. Tindak pidana ini merupakan istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat.Delik dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, yang terdiri atas 3 
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(tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu; Straf 

diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, Feit 

diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah 

Strafbaarfeit yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat 

dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan delict yang artinya 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.
23

 

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 

menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah Perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
24

 R. 

Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa 

Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.
25

 

Sementara, menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana 

adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh 

orang dan dapat dipertanggungjawabkan.
26

 Perbuatan pidana adalah perbuatan 

seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau 

perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa 

pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang 

                                                           
23

Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. (Yogyakarta: Rangkang Education 

Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012).  h.18. 
24

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2005). h. 

71. 
25

 Ibid, h. 72. 
26
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dilarang oleh undang- undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu 

dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).
27

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsurtr tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, 

yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis yakni 

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan. 

Sementara itu sudut undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

P.A.F.Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada 

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat 

dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur 

objektif. Unsur subjektf adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yangberhubungan dengan diri si pelau dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan yang dimaksut dengan 

unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu 

harus dilakukan 
28

 

3. Subjek Hukum Pidana  

Ada dua kelompok besar objek tindak pidana, pertama objek mengenai 

orang maupun badan (subjek hukum). Kedua, benda-benda dan hak (objek 

hukum). Bagi subjek hukum yang ditentukan sebagai objek tindak pidana, 
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khususnya adalah orang mengenai fisiknya (misalnya pengeniyaan), nyawanya 

(misalnya pembunuhan) kebebasan (misalnya penculikan, pemerasan), dan 

perasaan atau rasa pribadi (misalnya kehormatan dan nama baik pada 

pencemaran). Berdasarkan harkat dan martabatnya setiap orang memerlukan 

perliundungan hukum, baik yang berhubungan dengan fisik, nyawa, kebebasan, 

maupun perasaan atau kedamaian hati, hukum pidana memberikan perlindungan 

hukum melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang.oleh karena itu, 

dalam setiap rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang 

hendak dilindungi
29

 

Dalam objek tindak pidana selalu mengandung dua unsur yang saling 

berhubungan. Kedua unsur tersebut, merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.  

1. Objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana,objek yang diarah atau 

dituju tindak pidana acapkali menyatu dengan objek yang diarah oleh 

perbuatan dalam tindak pidana. 

2. Objek tindak pidana suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi 

oleh tindak pidana. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi 

Pornografi dari bahasa Yunani yaitui “pornographia” seicara harfiah 

adalah tulisan atau gambar tentang pelacur kadang kala juga disingkat menjadi 

“porn”, “pron” ataui “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku 

seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, 
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namuin berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering diguinakan 

secara bergantian. Pornografi adalah tulisan, gambar, televisi, atau bentuk 

komunikasi lain yang melukiskan orang, hampir sebagian besar perempuan, tetapi 

kadang-kadang laki-laki dan anak-anak, dalam pose yang eirotis (menggairahkan 

seicara seksual) atau aneh atau aktivitas seksual yang menentang yang 

menyimpang dari yang disebut sehat dan normal 

Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena 

sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah melahirkan 

sebuah Undang-Undang No. 44, Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah 

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 

kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai 

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat.
30

 

Menurut Dadang Hawari menyebutkan hal yang terkait dengan kategori 

pornografi antara lain: 

1. Pakaian merangsang, misalnya pakaian mini yang menampakkan tubuh 

bagian atas (dada dan payudara) dan tubuh bagian bawah (paha dan 

bokong), pakaian tipis menembus pandang (transparan), atau pakaian 

yang ketat melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga membangkitkan 

nafsu birahi bagi yang memandangnya. 
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2. Perbuatan atau siap merangsang, misalnya bergaya “menantang” 

disertai espose bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, dan 

bokong), begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir, termasuk dalam 

kategori ini gerak-gerik atau tarian erotis.
31

 

Undang-undang Transaksi Elektronik juga telah mengantisipasi atas 

pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. 

Perbuatanperbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, 

masyarakat atau kepentingan hukum negara (cyber crime). Dan telah ditentukan 

sifat jahatnya penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk 

rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.
32

  

Makna kata pornografi itu sendiari tidak dapat didefenisikan secara jelas 

karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian 

pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Banyak seniman yang 

merealisasikan idenya kedalam sebuah seni karya, namun bagi masyarakat bukan 

dianggap sebuah karya seni melainkan suatu pornografi. Inilah yang 

menyebabkan defenisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari 

sudut pandang seseorang mengartikan seatu objek tersebut dapat dikatakan 

sebagai pornografi atau tidak. 

Beberapa ahli memberikan pengertian dari pornografi, sebagai berikut: 

1. Abu Al-Ghifari: pornografi merupakan tulisan, gambar, lukisan, 

tayangan film, pembicaraan, serta gerakan tubuh yang menunjukkan 
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tubuhnya secara vulgar semata-mata hanya untuk mendapatkan 

perhatian dari lawan jenisnya. 

2. Feminis dan Moralis Konservatif mengartikan pornografi disebutkan 

pemaparan materi seksual yang mengakibatkan terdorongnya hasrat 

untuk melakukan pelecehan sesual dan bisa mengakibatkan sexual 

harassment dengan pemaksaan dan kekerasan. 

Berdasarkan karakteristik muatannya pornografi dapat digolongkan secara 

umum menjadi:
33

 

1. Soft core pornography (nudity), pornografi yang menggambarkan 

ketelanjangan seseorang misalnya majalah dewasa playboy, 

2. Hard-core pornography, pornografi yang menayangkan adegan seks 

secara eksplisit bahkan terkesan berlebihan (tak lazim), 

3. Violent pornography, pornografi yang disertai tindakan kekerasan 

misalnya perbudakan (slavery) atau kekejaman dan penyikasaan 

(sadomasochist), 

4. Rape-pornography, pornografi dalam bentuk kekerasan atau paksaan. 

Pornografi melalui media sosial (Cyber Pornografi) pada hakikatnya 

merupakan bagian dari cyber crime itu sendiri dapat didefinisikan sebagai salah 

satu kejahatan internet. Banyak kejahatan dalam internet yang berupa Cyber 

Porngrafis salah satunya seperti menyebar luaskan video atauopun konten 

pornografi.
34

 Kegiatan yang termasuk pornografi merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan serta menyebarkan 
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material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekpos hal-hal yang tidak 

pantas.
35

 

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya Cybercrime memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu :
36

 

1. Perbuatan yang dilakukab secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis 

tersebut terjadi dalam ruang/wilayah cyber, sehingga tidak dapat 

dipastikan yuridikasi negara mana yang berlaku terhadapnya. 

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun 

yang terhubung dengan internet. 

3. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian materil maupun inmateril 

(waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan 

informasi) yang cendrung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan 

konvensional. 

4. Pelakunya merupakan orang yang memahami penggunaan internet 

beserta aplikasinya. 

Pornografi menjadi topik yang tidak pernah habis dibahas dan 

diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era digital sekarang. Hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan pornografi seiring deingan kemajuan 

teknologi dan sikap keterbukaan masyarakat dalam menilai pornografi. 

Akibatnya, internet leibih banyak digunakan dan diketahui sebagai media 

pornografi. Adanya dampak neigatif yang teirkait deingan pengguinaan inteirneit 

salah satuinya melalui media sosial yaitu munculnya kecanduian, persoalan etika 
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dan hukuim karena unggahan konten yang melanggar moral, serta terganggunya 

privasi. 

Semua orang saat ini bisa dengan gampangnya mencari konten pornografi  

yang mengakibatkan penyebarannya semakin cepat, hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan beberapa faktor berikut ini: 

1. Kurangnya edukasi dan perhatian dari orangtua dalam memantau 

anaknya bermain di media sosial   

2. Pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan semakin mudah 

untuk mengakses konten yang berbau pornografi 

Selain itu pornografi juga dapat mengganggu perkembangan seksual anak- 

anak dan remaja atau kaum muda lainnya yang dapat membuat mereka melakukan 

hubungan seksual dan tidak lagi menghormatinya sebagai sesuatu yang sakral 

yang seharusnya dilakukan didalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama 

dan hukum. Dan ada juga bebrapa resiko kesehatan yang diakibatkan oleh 

penyakit menular seksual yang sangat erat kaitannya dalam kelamin kronis dan 

kecanduan pornografi juga dapat merusak fungsi otak. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Disusun oleh Maiswa 

Nur Inayah Ridwan. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan 

bahwa revenge porn dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

menyebarkan konten pornografi yang didasarkan oleh motif balas dendam.  
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah 

sama sama membahas penyebaran konten pornografi. Perbedaanya adalah 

penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan 

menganalisis aturan-aturan perundang-undangan baik dari sudut hirarki 

perundang-undangna secara verbal maupun horizon. Dengan rumusan 

masalah apakah Ravenge Porn dapat dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana penyebaran konten pornografi. Sedangkan pada penelitian yang 

penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang 

mana penelitian dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari 

lapangan dengan teknik wawancara yang dilakukan di Ditreskimsum 

Polda Riau. Rumusan masalah adalah bagaimana penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui 

media sosial di wilayah hukum Polda Riau. 

2. Skripsi berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap pelaku 

Penyebaran Konten Pornografi Anak Melalui Media Sosial”. Disusun oleh 

Harry Dharmawan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku 

penyebar konten poenografi anak melalui media sosial dapat 

dipertanggung jawabkan secara atas perbuatan karena terbukti melanggar 

perlindungan anak. Hakim dalam memutuskan perkara pidana anak selain 

harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan 

aspek-aspek non-yuridis seperti aspek filosofis dan sosiologis. 
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Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas penyebaran 

konten pornografi di media sosial. Perbedaanya penelitian terdahulu 

mengunakan metode penelitian yuridis empiris dengan membahas 

bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi kepada terdakwa 

sebagai bentuk pertanggung jawaban dan bagaimana untuk memberikan 

perlindungan secara langsung bagi korban dalam putusan hakim. 

Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi 

melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau dan hambatan dan 

kendala dalam penegakan hukum tindak Pidana penyebaran  konten 

pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian Jenis 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, 

yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian 

hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual 

behavior), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji 

bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis 

akan memahami konsep penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten 

pornografi di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana. Kemudian penulis akan meneliti fakta kenyataan yang terjadi di 

lapangan terkait peraturan tersebut. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, 

memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian 
37

 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian 

hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan 

peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh 

teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan 

atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.
38
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B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu diwilayah hukum 

Polda Riau khususnya dibagian Ditreskrimsum. Alasan penulis memilih lokasi   

penelitian tersebut yaitu karena penulis mendapat informasi adanya permasalahan 

di tempat ini.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Ditreskrimsum Polda 

Riau dan pelaku penyebar konten pornografi, sedangkan objek dari penelitian ini 

adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran  atau 

membuat konten pornografi melalui media social di kota Riau. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau 

penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik 

pengambilan sampel di penelitian in adalah Purposive sampling, merupakan 

metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian 

subjektif dari penelitian.
39

 

Table 3.1 

No Jenis Populasi dan Sample Populasi Responden Presentase 

1. Penyidik Polda Riau 9 3 80 % 

2. Putusan Mahkama Agung 2 2 100 % 

3. 
Pelaku penyebar konten 

pornografi Tahun 2023 
8 1 30 % 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. 

Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara 

terhadap responden yaitu penyidik subid V Ditreskrimsus Polda Riau dan 

pelaku penyebar konten pornografi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta 

tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Sanksi hukum adat 

Melayu Riau diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian 

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Data sekunder tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.40 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
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meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan  jurnal-jurnal 

hukum. 

3. Bahan hukum tersier, 

Bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, 

seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia 

yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.41
 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh 

dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi 

dan keterangan-keterangan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan 

harapan bahwa responden dapat menjawab lebih ; leluasa pertanyaan yang 

diberikan, serta juga dapat menambah informasi baru yang tidak terduga. 

Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan daftar pertanyaan 

yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penulis dalam pedoman 

wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan penulis untuk dapat 

menambah pertanyaan spontan jika jawaban responden mengandung informasi 

yang tidak terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan 

form pernyataan kesediaan diwawancarai kepada responden untuk 

ditandatangani sebagai bentutanda bahwa responden bersedia menjadi 

responden tanpa paksaan dari pihak mana pun. 
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2. Studi kepustakaan  

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta 

pendapat para sarjana. Metode ini digunakan gunakan mencari data sekunder 

yang bisa mendukung data primer 

3. Dokumentasi  

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan 

menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang 

lain tentang subjek..
42

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi 

kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu 

susunan yang konsekuensi. Dalam penelitian, baik itu data primer maupun 

sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.  

Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara 

tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta 

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan.  Penyimpulan 

menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkam sesuatu dengan melakukan 

penelitian dan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

penelitian dan pengamatan tersebut. 

Menurut Sukmadinata dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme 

yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu 
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pertukaran pengalaman sosial yang diintrepretasikan oleh setiap individu. 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat 

interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena– fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.43 
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Pada Hari Senin Tanggal 03 April 2023, Jam 15.03 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka 

dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui 

media sosial di wilayah hukum Polda Riau belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Agar penegakan hukum berjalan dengan semestinya perlu 

adanya sistem hukum. Sistem hukum menurut M. Frieadman terbagi 

menjadi 3 komponen struktural, komponen subtansi, dan komponen 

budaya hukum yang mana didalamnya mempengaruhi efektifitas dari 

berjalanya penegakan hukum dengan baik atau tidak. Terdapat 5 faktor 

yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana peyebaran konten 

pornografi melalui media sosial di wilayah hukum PoldaRiau yaitu, 1) 

faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor saranada fasilitas, 4) 

faktor masyarakat, 5) faktor kebudayaan. 

2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten 

pornografi melalui media sosial diwilayah hukum polda Riau yaitu a) 

sulitnya mencari informasi pelaku penyebaran konten pornografi 

dikarenakan pelaku sering menghilangkan barang bukti, b) kurangnya 

sarana dan fasilitas dalam penyidikan, misalnya berupa alat-alat yag 

mendukung program komputer untuk melacak pelaku penyebar konen 

pornografi, b) minimnya kesadaran masyarakatak akan hukum yang 
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beraku di Indonesia dan peran serta masyarakat dalam memberi informasi 

atau melapor ke aparat kepolisian tergolong sangat rendah. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya dalam melaksanakan tugasnya kepolisian Polda Riau supaya 

meningkatkan sarana dan prasarana seperti peralatan-peralatan komputer 

yang lebih canggih untuk mempermudah pelacakan pelaku. Selain 

melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwasanya tindakan penyebaran 

konenpornografi melalui media sosial dapat dikenakan sanksi ataupun 

hukuman pidana, Selain itu diperlukan peran serta masyarakat secara aktif 

untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan kontra pornografi. 

2. Diharapkan kepada Polda Riau untuk lebih maksimal dalam meningkatkan 

penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi melalui media 

sosail ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap 

keseriusan kepolisian dalam malakukan penegakan huukm. 
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